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PROVINSI #7037

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 1%53 TAHUN 2023

TENTANG

PERALIHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA MAWAR

KECAMATAN MATAOLEO

MENJADLI SEKOLAH DASAR NEGERI 153 MAWAR

a.

BUPATI BOMBANA,

bahwa Sekolah Dasar Swasta Mawar dengan status
swasta d’‘pandang tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat
setempat dibidang pendidikan dasar dan setelah
melaiui proses penelitian, pengkajian dan evaluasi
beik fisilk maupun ketentuan peraturan perundang-
undangan telah memenuhi syarat untuk dialihkan
dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri dengaii
Nomenklaturr Sekolah Dasar Negeri 153 Mawar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Peralihan Status Sekoiah
Dasar Swasta Mawar Kecamatan Matao%o menjadi
Sekolah Dasar Negeri 153 Mawar,

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Uandang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, can Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
[Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan
Lembaran Negazra Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nornor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republk
[ndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67357):
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentar.g Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidiken (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tanun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyclenggaran Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nornor 112, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor51357);

Peraiuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang mnajemen Pegawai Negerl Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagairmana telah diubah Jdengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 66766) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 teniang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2021 tentang Standar Nasiaonal Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022
Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk FPendidikan
Dasar dan Menengeh;
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Feraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 24
Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomo 22 Tahun 2006 tentang
Staridar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dzn Mengengah;

Peraturan. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 350
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 20:0 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentong Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeiolaan daan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indoniesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan
Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
[.ulusan Fendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar isi
Pendidikan Dasar dan Menengah,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Pendidilizan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Pendidixan Dasar dan Menengah,
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Peraturan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan
Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum  Sekolah Dasar/Madrzasah
[bcidaiyah,;

Peraturen Menteri Pendididikan dan Kebudavaan
Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasan Tsanawiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavzan
Repubtik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penurtupan
Satuan Fendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavazan
Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2913
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

Peraturan Menteri Fendididikan dan Kebudavaan
Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberla:uin
Kurilculum 2006 dan Kurikvlum 2013:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil
Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada

Perididikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudz aan

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar I3l
Pen-didikan Dasar den Menengah;

Peraturen Menteri Pendidikan dan Kebudavasin
Normor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendicikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavzan
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Stander Penilaian
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pernbentukan den Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Daerah Kabupat:n Bombana Nomcr 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendazpatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014
tentang Ferubahan Nomenklatur Taman Kanak-
Kanak MNegeri (TKN), Sekolah Dasar Neger (SDNj. SD-
SMP Negeri Satu Atap (SD SMPN Satap), Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah
Menengah Atas Negeri (SMAN) Dan Sekolah
Menengeh Kejuruan Negeri (SMKN) Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrage Kabupaten
Bombana,

Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;



34. Peraturan Bupati Bombana Nomcr 73 Tahun 2022
tentang, Penjabaran  Anggaran  Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023.

Mempernatikan  : 1, Berita Acara Serah Terima selurtth Aset Sekolab
Gwasta Mawar Nomor : 912 / 002 / 2023 tanggal 26
Juni 2023 Ke Sekolah Negeri 153 Mawar.
2. Keputugan  Kepala  Dinas Pendidikan,  dan
Kebudayaan  Kabupater Bombana Nomor: 168
Tahun 2023 Tanggal, 16 Agustus 2023 perihal
peralihan Sekolah Swasta Mawar ke Sekolah Neger)
denzan Nomenklatur  SD Negeri 153 Mawar.

MEMIUJTUSKAN :

Menctapkan

KESATU . Mengalihkan Status gekolah Dasar Swasta Mawar
Kecarnatan Mataoleo menjadi gekolah Dasar Negeri 153
Mawar.

KEDUA . Peralihan Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU termasuk peralihan atas segala hak yang
melelat pada Sekolah Dasar Swasta Mawar.

KETIGA . Segala biaya yang diperlukan sebagai  akibat
dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendagpatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bombana.

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 20 Zxc/ugl-na’ 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,
TTD

BURHANUDDIN

_alinan Seguai Dengarn Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
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